
1. Pasal 18 .ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun l 945; 

2. Undang-Undang Nomor 29. Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tk. II di, Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Mengingat 

b. bahwa ses{iai ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan Annggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal Pemerintah 
Daer~ akan melak~anakan pemilihan Kepala Daerah 
Tahun 2024, dapat . membentp.k dana cadangan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati . tentang Pembentukan Dana 
Cadangan l{ntuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupa~i Kabupaten Konawe !ahun 2024. 

tahun anggaran; 

: a. bahwa dana cadangan adalah dana yang disisihkan 
untuk mendanai suatu kegiatan penyelenggaraan 

· daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) 

Menimbang 
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Gubernur.. Bupati dan . Walikota Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5656). sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti . Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah . Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota . Menjadi Undang-Undang 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

5. Undang- Undang Nomor l Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran . Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor l . Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

2014 Tahun 23 Nomor 3. Undang-Undang 

Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 



PERAT~RAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN UNTUK PELAK~ANMN PEMILIHAN BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI KABUPA,TEN KONAWE TAHUN 2024 

MEMUTUSKAN: 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

20~8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

20'.4 l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita 
. ' 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

10. Peraturan . Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten 

Konawe Tahun 2021 Nomor 256). 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati konawe. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan: Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Ka bu paten. 

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang 

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 

clan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 

Kepala Daerah dalam rangka penyµsunan APBD. 

10. Peraturan Kepala Daerah . yang selanjutnya disebut Perkada adalah 

Peraturan Bupati. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 



(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama 
Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD . 

' 

BAB III 
PENEMPATAN 

Pasal 4 · 

(1) Dana Cadangan bersumber .dari penyisihan atas Penerimaan Daerah 
kecuali dari: 
a. dana alokasi khusus; 
b. pinjaman daerah; dan 
c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) 
Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 
Tahun Anggaran 2024. 

(3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sepanyr,k Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar 
rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut: 

a. Tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.0QO,OO (tiga 
puluh lima miliar rupiah); . 

b. Tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga 
puluh lima miliar rupiah); dan 

Pasal 3 

BAB II 

SUMBER DANA CADANGAN 

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan 

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang 
penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. 

Pasal 2 



Pasal 6 
(1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah. 
(2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan 

Daerah. 
(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan 
ke rekening kas umum daerah.. 

BABV 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
. ! ' ! 

daerah setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan 
tercukupi . 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini · 

(3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan .. 

(1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan 
penyelenggaraan . pemilihan umum, kepala daerah dan wakil kepala 

. BAB IV 

PEl'IGGUNAAN 

.Pasal 5 

' memberikan hasil tetap dengan resiko rendah . 
(3) Deposito sebagaimana dimaksud ayat (2) disimpan pada Bank yang 

ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah. 
(4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan 

dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan 
menambah jumlah Dana Cadangan . 

yang deposito peruntukannya, dapat ditempatkan dalam bentuk 

(2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan 



Pasal 9 
Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemilihan umum, kepala daerah 
dan wakil kepala daerah sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana 
Cadangan, Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke 
Rekening Kas Umum Daerah. 

BAI;J VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 8 
Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pengelolaan keuangan daerah, 

( 1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan 

keuangan daerah. 

(2) Dalam hal kegiatan pemilihan .umum dan pilkada serentak telah selesai 

dilaksanakan dan target kinerjanya telah . tercapai dan terdapat 

sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan 

ke rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 7 

perintah pemindahbukuan oleh PPKD. surat dengan 

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah seluruh 

Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut. 

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
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Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Konawe. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 


